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ABSTRAK 

Hukum waris menduduki tempat yang sangat penting dalam hukum 
Islam. Ayat al-Qur’an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci.  
Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih bersifat 
pluralistis. Pluralistis dalam arti hukum kewarisan berlakau lebih dari satu 
aturan hukum dalam kurun waktu tertentu, yaitu Hukum Kewarisan Adat, 
Hukum Kewarisan Islam, Hukum Kewarisan menurut KUH Perdata dan 
kewarisan berdasarkan keadilan gender. Pluralistis tidak lepas dari latar 
belakang kebhinekaan etnis atau suku, kekerabatan, agama, dan adat istiadat 
masing-masing penduduk.  

Yang sering jadi masalah dalam hukum kewarisan adalah bagian anak 
laki-laki dan anak wanita. Menurut Hazairin, pembagian warisan bagi ahli 
waris wanita tidak ada masalah karena menurut Hazairin anak laki-laki dan 
anak wanita sama-sama mempunyai hak yang sama dalam menerima warisan. 
Sedangkan menurut Musdah Mulia dalam pembagian warisan anak wanita  
yang 2:1 tidak adil karena membedakan besarnya bagian.  

Jika melihat perbedaan pendapat tentang bagian harta warisan anak 
laki-laki dan anak wanita antara Hazairin dan Musdah Mulia di atas, maka 
perlu diteliti tentang apa yang melatar belakangi perbedaan pendapat antara 
dua tokoh tersebut.? 

Untuk mengetahui tentang perbedaan pendapat antara Hazairin dengan 
Musdah Mulia, dapat diketahui secara terperinci dengan menulusuri latar 
belakang sosial dan latar belakang Intelektual dari keduanya. 

Setelah ditelusuri berdasarkan latar belakang sosial dan latar belakang 
intelektual dari keduanya, maka dapat disimpulkan bahwa : 

Menurut Hazairin Pembagian waris bilateral tidak membeda-bedakan 
antara bagian anak laki-laki dan anak wanita karena mereka mempunyai 
kedudukan yang sama dalam keluarga. Menurutnya besarnya bagian tidak 
dijadikan masalah selama anak wanita juga mendapatkan bagian dari warisan 
karena anak laki-laki maupun anak wanita mempunyai hak yang sama dalam 
menerima warisan. Hal ini dilatar belakangi oleh kehidupan Hazairin yang 
lahir dari dua budaya yang berbeda antara Patrilineal dan Matrilineal .  

Menurut Musdah Mulia, pembagian warisan bagi anak wanita yang 
lebih sedikit dari anak laki-laki tidak adil pada kondisi tertentu di mana 
seorang wanita sama-sama bekerja untuk membantu mencukupi keluarga. 
Kemudian wanita sebagai anak menjadi pengganti ibunya dalam mengurus 
orang tua. Musdah menginginkan pembagian harta warisan bagi anak wanita 
sesuai kondisi wanita tersebut baik sebagai anak ataupun sebagai istri. Hal ini 
dilatar belakangi oleh kehidupan Musdah Mulia yang aktif dalam organisasi 
wanita.     
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“Knowledge Is Power” 

“Nothing Is Impossible” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 

158/1987 dan 0543b/U/1987. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif ……….. tidak dilambangkan أ

 Bā' b be ب

 Tā' t te ت

 Śā' ś es titik atas ث

 Jim j je ج

 Hā' h ح
· 

ha titik di bawah 

 Khā' kh ka dan ha خ

 Dal d de د

 Źal ź zet titik di atas ذ

 Rā' r er ر

 Zai z zet ز

 Sīn s es س



 

xi 

 Syīn sy es dan ye ش

 Şād ş es titik di bawah ص

 Dād d ض
· 

de titik di  bawah 

 Tā' ţ te titik di bawah ط

 Zā' Z ظ
· 

zet titik di bawah 

 Ayn …‘… koma terbalik (di atas)' ع

 Gayn g ge غ

 Fā' f ef ف

 Qāf q qi ق

 Kāf k ka ك

 Lām l el ل

 Mīm m em م

 Nūn n en ن

 Waw w we و

' Hā' h ha 

 Hamzah …’… apostrof ء

 Yā y ye ي



 

xii  

II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap: 

*+,.ّ/01   ditulis   muta‘aqqidīn 

 ditulis  ‘iddah   3ّ,ة

III. Tā' marbūtah di akhir kata. 

1. Bila dimatikan, ditulis h: 

 ditulis   hibah      ه45

4+78   ditulis  jizyah 

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, 

kecuali dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 

 ditulis   ni'matullāh    >/;4 ا9

 ditulis   zakātul-fitri زآAة ا@?<=

IV. Vokal pendek 

__َ__ (fathah) ditulis a contoh  َب=َََD     ditulis   daraba 

____(kasrah) ditulis i contoh  EَGِHَ     ditulis   fahima 

__ً__(dammah) ditulis u contoh Jَ0ُِآ     ditulis   kutiba 
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V. Vokal panjang: 

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas) 

4LMهA8   ditulis   jāhiliyyah 

2. fathah + alif maqşūr, ditulis ā (garis di atas) 

N/O+   ditulis   yas'ā 

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas) 

,LP1   ditulis   majīd 

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas) 

 H   ditulis   furūd=وض

VI. Vokal rangkap: 

1. fathah + yā mati, ditulis ai 

EQRLS   ditulis   bainakum 

2. fathah + wau mati, ditulis au 

 TU  ditulis   qaulل

VII. Vokal-vokal  pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 

apostrof. 

E0<اا   ditulis   a'antum 

 ditulis   u'iddat   ا3,ت

EV=QW *X@ ditulis   la'in syakartum 
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VIII. Kata sandang Alif + Lām 

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 

 ditulis   al-Qur'ān   ا@.=ان

 ditulis   al-Qiyās   ا@.ALس

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya 

Y;Z@ا   ditulis   asy-syams 

 'ditulis   as-samā   ا@A;Oء

IX. Huruf besar 

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD) 

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut  

penulisannya 

 ditulis    zawi al-furūd  ذوى ا@?=وض

4RO@اه\ ا      ditulis   ahl as-sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad 

saw, dan turun di tanah Arab dalam keadaan yang jauh dari peradaban 

manusia yang dikehendaki oleh Allah. Islam datang bagai angin surga yang 

mau mencoba mengembalikan harkat dan martabat manusia yang telah sekian 

lama hilang. 

Dalam Islam harkat dan martabat manusia merupakan prioritas utama, 

sehingga penghormatan terhadap manusia ketika seorang manusia masih 

hidup akan tetapi juga sampai meninggal dunia maupun nasib anak turunnya. 

Agama Islam merupakan agama yang berusaha mengatur umatnya agar 

tercipta keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian dengan melaksanakan norma-

norma hukum yang ada di dalamnya. Dari seluruh hukum yang ada dan 

berlaku dewasa ini di samping hukum perkawinan, hukum kewarisan juga 

merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan yang sangat 

penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang 

berlaku dalam masyarakat. 1 

Kematian (ajal) adalah hal yang pasti terjadi pada setiap makhluk yang 

bernyawa, tidak ada yang mengetahui kapan dan di mana ia akan menemui 

                                                
1 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadist, cet. VI (Jakarta: 

Tintamas, 1981), hlm. 1. 
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ajal, dalam keadaan baik atau buruk. Bila ajal telah tiba tidak ada yang dapat 

memajukan atau mengundurkan.2 

Sebagai Anggota masyarakat, apabila berbicara tentang seseorang 

yang sudah meninggal dunia, arah dan pikiran akan tertuju pada masalah 

warisan. Warisan memiliki 3 unsur atau rukun : 

1. Pewaris atau al-Muwarris : adalah si mayit itu sendiri, baik nyata 

ataupun mati secara hukum, seperti orang hilang dan dinyatakan mati. 

2. Ahli waris atau al-wāris : adalah orang mempunyai hubungan 

kewarisan dengan si mayit sehingga ia memperoleh warisan. 

3. Harta warisan atau al-maurūs : adalah harta atau hak yang dipindahkan 

dari yang mewariskan kepada pewaris. 3 

Pewaris merupakan orang yang mempunyai harta warisan. Warisan 

dapat dibagi dengan syarat meninggalnya pewaris. Apabila seorang pewaris 

meninggal dunia, tentunya tidak dalam waktu yang singkat para ahli waris dan 

keluarganya membicarakan tentang harta peninggalannya. 

Sedangkan ahli waris itu harus benar-benar hidup ketika pewaris 

meninggal dunia. Adapun harta warisan adalah harta peninggalan yang akan 

menjadi hak ahli waris. Pembagian harta warisan tersebut disesuaikan dengan 

                                                
2 M. Afnan Chafidh, A. Ma’ruf Asrori, Tradisi Islami”Panduan Prosesi Kelahiran-

Perkawinan-Kematian”, cet. II ( Surabaya: Khalista, 2007) hlm. 178.  
     
3 As-Sayyid Sabiq, Fiqih as-Sunnah  (Beirut:  Dar al-kutub al-Arabiyah, 1971 ), III: 292.  
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ketentuan yang ada dalam ilmu faraid beserta dengan jumlah atau besarnya 

harta yang diterima ahli waris. 4 

Dalam persoalan kewarisan, pada khususnya di tengah-tengah 

masyarakat, ilmu faraid� selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri, karena 

bila masyarakat bicara mengenai keadilan cenderung menepis adanya ketidak 

seimbangan. Oleh karena itu penyimpangan yang dilakukan sebagian besar 

masyarakat dalam hal kewarisan tidak disebabkan oleh tipisnya keIslaman, 

melainkan juga dapat disebabkan oleh pertimbangan bahwa budaya dan 

struktur sosial, bahkan ada yang beranggapan penerapan ilmu faraid� secara 

tekstual kurang diterima oleh rasa keadilan. 

Adapun Pembagian harta waris dijelaskan di dalam al-Qur’an  :  

������ �	 
�� �
��� �
� ��� � �� ������…
5
  

Perkembangan zaman yang semakin modern ini melahirkan 

pemikiran-pemikiran modern seseorang mengenai suatu ilmu pengetahuan, 

dan perbedaan pendapat dalam memahami suatu ilmu tersebut. Sehubungan 

dengan pembagian waris, yang kemudian lahirlah analisis gender yang 

berusaha untuk mendapatkan pembagian waris yang sama antara laki-laki dan 

wanita. Menurut mereka pembagian waris 2:1 tidak adil. 6 

                                                
4 Zakiah Darojat, Ilmu Fiqh  (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), III: 18.  
 
5 An-Nisâ’ (4): 11  
 
6 Abu Hamzah Agus Hasan Bashori, “ Relevansi Hukum Waris Islam Bias Isu Gender, 

Egalitarianisme, Pluralisme, dan HAM,” As- Sunnah, No 7 & 8, th. Ke-IX ( 1426/2005) hlm. 50 
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  Menurut Hazairin, sistem kewarisan tidak dapat dilepaskan dari 

bentuk kekeluargaan dan bentuk kekeluargaan berpangkal pada sistem 

keturunan yang dipengaruhi pula oleh bentuk perkawinan. Pada prinsipnya 

ada tiga macam sistem keturunan, yaitu patrilineal7, matrilineal8, dan parental 

atau bilateral.9 Prinsip patrilineal atau matrilineal akan melahirkan kesatuan 

kekeluargaan yang disebut dengan klan atau marga. Sedang prinsip bilateral, 

di sebagian masyarakat, seperti Jawa tidak melahirkan kesatuan kekeluargaan 

tertentu dan di sebagian yang lain melahirkan kesatuan kekeluargaan tertentu 

yang disebut dengan rumpun (tribe). 

Berdasar pada tiga macam sistem keturunan itu, Hazairin 

menyimpulkan: Jika disebut suatu masyarakat itu patrilineal atau matrilineal 

atau bilateral, maka yang dimaksud ialah sistem kekeluargaan dalam 

masyarakat itu berdasarkan sistem keturunan yang patrilineal atau matrilineal 

atau bilateral. Jika disebut sesuatu hukum kewarisan itu patrilineal atau 

matrilineal atau bilateral, maka yang dimaksud ialah bahwa hukum kewarisan 

itu mencerminkan suatu sistem kekeluargaan, di mana berlaku sistem 

                                                
7 Yaitu prinsip keturunan yang setiap orang selalu menghubungkan dirinya hanya kepada 

ayahnya dan seterusnya menurut garis laki-laki. Jika penarikan garis keturunan itu mutlak, maka 
disebut patrilineal murni, seperti dalam masyarakat Batak. Jika penarikan tersebut tidak mutlak, 
kepada ayahnya atau ibunya, maka disebut patrilineal yang beralih-alih, seperti dalam masyarakat 
Rejang dan Lampung. Hazairin, Hukum Kewarisan Menurut Qur’an dan Hadis cet. IV (Jakarta: 
Tintamas, 1982). hlm. 11. 

 
8 Yaitu menghubungkan dirinya hanya kepada ibunya dan karena itu hanya menjadi 

anggota klan ibunya itu, misalnya masyarakat Minangkabau. Ibid.  
 
9 Yaitu menghubungkan dirinya baik kepada ibunya maupun kepada bapaknya. Ibid. 
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keturunan yang patrilineal atau matrilineal atau bilateral.10 Dari uraian tersebut 

di atas dapat diambil kesimpulan kalau Hazairin menggunakan konsep 

pembagian waris dengan Hukum Adat. 

Seperti dalam sistem kekerabatan matrilinial yang dianut pada 

masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat, merupakan sistem kekerabatan 

yang tertua. Sistem kekerabatan ini menempatkan status kaum  wanita yang 

tinggi dan disertai dengan sistem perkawinan semendonya, dan sebagai 

penerus keturunan serta  dalam hukum waris juga sebagai ahli waris. Pada 

masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat di mana pada sistem 

kekeluargaan ini garis keturunan ditarik dari garis wanita (ibu) akan tetapi 

kekuasaan bukan berada di tangan wanita namun tetap berada di tangan laki-

laki, hal ini dapat dilihat bahwa yang menjadi mamak kepala waris adalah 

dijabat oleh laki-laki yakni laki-laki tertua.11 

Dalam sistem kekerabatan patrilinial  yang dianut oleh masyarakat 

Tapanuli, Lampung, Bali dan lain-lainnya sangat jelas menempatkan kaum 

laki-laki pada kedudukan yang lebih tinggi. Laki-laki berkedudukan sebagai 

ahli waris, sebagai pelanjut nama keluarga, sebagai penerus keturunan, 

sebagai anggota masyarakat adat dan juga mempunyai peranan dalam 

pengambilan keputusan keluarga maupun masyarakat luas. Dalam masyarakat 

yang menganut sistem kekerabatan partilinial kaum wanita justru sebaliknya 

                                                
10 Ibid., hlm.11-12. 
 
11 Riwayat, Hukum Tanah Dan Hukum Waris Di Minangkabau, http://minangkabaunews. 

blogspot.com/2008/10/hukum-tanah-dan-hukum-waris-di.html. akses di 7 Mei 2009.  
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yaitu mempunyai kedudukan yang sangat rendah, tidak sebagai ahli waris, 

tidak sebagai pelanjut keturunan, tidak sebagai penerus nama keluarga karena 

dalam perkawinan jujur (pada umumnya) wanita mengikuti suami dan juga 

tidak menjadi anggota masyarakat adat. 

Musdah Mulia aktifis perempuan yang menginginkan adanya 

persamaan derajat antara laki-laki dan wanita dari segi manapun. Islam 

menurut Musdah Mulia adalah agama tauhid. Tauhid adalah inti agama Islam 

yang mengajarkan berketuhanan, dan juga menuntun manusia bagaimana 

berkemanusiaan dengan benar, dalam kehidupan sehari-hari. Tauhid menjadi 

pegangan pokok yang membimbing dan mengarahkan manusia untuk 

bertindak benar, baik dalam hubungan dengan Allah (intensif/mengikuti 

keesaan Allah) maupun dengan sesama manusia dan alam semesta.  

Dari situ Musdah beranggapan bahwa laki-laki dan wanita itu tidak ada 

perbedaaan di antara keduanya, tidak ada yang nomor satu dan yang utama, 

karena hanya Allah yang nomor satu dan yang utama. Dikontekskan dengan 

pembagian waris yang 2:1 menurut Musdah tidak adil.12   

Dalam Fiqh, UUP (Undang-Undang Perkawinan) dan KHI (Kompilasi 

Hukum Islam) sudah banyak mengatur tentang waris tersebut, bahkan pada 

akhir-akhir ini muncul CLD KHI (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum 

Islam) yang juga ikut mengatur tentang pembaharuan hukum Islam yang lebih 

                                                
12 Marwan Sarijo, Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi Dan Musdah Mulia Tetap 

Berjilbab, Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara 
Penamadani, 2005), hlm.74.    
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menekankan pada kesetaraan gender, para aktifis gender mempunyai 

keinginan adanya kesetaraan hak antara laki-laki dan wanita. Musdah Mulia 

"Mutiara dari selatan" menginginkan bahwa pembagian waris laki-laki dan 

wanita adalah sama yaitu 2:2 / 1:1, karena pada dasarnya peran dan tanggung 

jawab laki-laki dan wanita itu sama.13 

Melihat keadaan di atas, terdapat perbedaan yang sangat signifikan 

antara Hazairin  dan Musdah Mulia di dalam pembagian waris. Hal inilah 

yang menjadikan ketertarikan untuk melakukan perbandingan antara kedua 

tokoh pemikir kontemporer namun berbeda latar belakang, budaya serta 

pengalaman spiritual.  

 

B. Pokok Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diterangkan di atas, 

maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah : 

1. Bagaimana pemikiran Hazairin dan Musdah Mulia dalam pembagian 

warisan bagi anak wanita? 

2. Apa yang melatarbelakangi kedua tokoh tersebut dalam membangun 

pendapatnya?  

 

 

 

                                                
13 Abu Hamzah Agus Hasan Bashori., “ Relevansi Hukum Waris Islam …” hlm. 50. 
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C.  Tujuan dan Kegunaan  

Tujuan yang hendak dicapai adalah: 

1. Mendeskripsikan pendapat dan argumentasi Hazairin dan Musdah Mulia 

mengenai nas yang berkaitan dengan  pembagian waris.  

2. Menjelaskan latarbelakang kedua tokoh tersebut dalam membangun 

pendapatnya untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan pendapat di 

antara keduanya. 

Kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Memberikan sumbangan yang berarti bagi para pemerhati masalah waris, 

keadilan dan gender. 

2. Sebagai bahan acuan dan referensi bagi para peneliti lain yang 

memperdalam studi tokoh dan pemikirannya. 

3. Memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam pemahaman masalah 

waris, keadilan dan gender baik hukum Islam maupun hukum positif di 

Indonesia. 

 

D. Telaah Pustaka  

   Mengkaji tentang eksistensi penerapan hukum kewarisan Islam 

bukanlah hal yang pertama, ada pemikiran yang dilakukan oleh Siti 

Khuzaimah dalam skripsinya yang berjudul "Hak Kewarisan Perempuan 

dalam Hukum Islam: Tinjauan dari Perspektif Gender". Dalam skripsi tersebut 

dijelaskan bahwa telah terjadi tindakan diskriminasi dan ketidak adilan wanita 
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atas laki-laki dalam hukum kewarisan Islam. Menurutnya, turunnya ayat 

kewarisan tidak dapat terlepas dari kondisi sosial masyarakat Arab masa itu, 

kaum wanita tidak saja mendapatkan harta warisan, tetapi dia dijadiakn 

sebagai obyek yang diwarisi. Tetapi pada masa sekarang sudah mengalami 

perubahan, peran kaum wanita sangatlah besar dalam kehidupan masyarakat. 

Sehingga konsep dalam Hukum kewarisan Islam dipandang tidak mampu lagi 

menerminkan nilai keadilan. Skripsi ini menyatakan bahwa sistem pembagian 

2:1 sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan karena adanya pergeseran 

peranan wanita. Dalam penelitian ini menekankan aspek gender untuk 

mengkaji masalah tersebut. 14       

Sementara itu pembahasan tentang peranan gender dalam upaya 

pemenuhan kebutuhan dan konsep kesetaraan antara laki-laki dan wanita, 

terdapat karya yang disusun oleh Ade Ismail Fahmi yang berjudul "Peran 

Perempuan dalam Nafkah Keluarga Menurut Pemikiran Syaikh Nawawi dan 

Asghar Ali Engineer". Dalam skripsi tersebut dipaparkan tentang pandangan 

kedua tokoh di atas tentang hak dan kedudukan wanita dalam nafkah keluarga. 

Syaikh Nawawi berpendapat, bahwa kedudukan hak wanita dalam Nafkah 

Keluarga adalah sebagai pekerja rumah tangga dinilai sebagai amalan ibadah 

(sadaqah). Kelebihan dan keunggulan suami sebagai wujud timbal balik dari 

adanya kewajiban yang dimiliki suami, yakni memberi Nafkah Keluarga. 

Sementara Asghar Ali Engineer berpendapat, bahwa hak dan kedudukan 

                                                
14 Siti Khuzaimah, " Hak Kewarisan Perempuan dalam Hukum Islam : Tinjauan dari 

Perspektif Gender”.  skripsi tidak diterbitkan , IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,1997. 
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wanita dalam Nafkah Keluarga adalah sebagai Pekerja Domestik dan dinilai 

secara ekonomis. Keunggulan suami atas wanita bukanlah merupakn 

keunggulan kelamin, tetapi dari fungsi-fungsi sosial yang waktu itu diemban 

oleh laki-laki. Namun sekarang telah berbeda, sehingga wanita mempunyai 

hak yang sama dengan laki-laki. Di sini hanya dibahas tentang posisi gender 

dalam pencarian nafkah, tidak menyinggung masalah pembagian warisan. 15  

Suatu karya yang ditulis oleh Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk. Yang 

berjudul: Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam. 

Suatu karya yang mengkaji tentang kesetaraan antara kaum laki-laki dan 

wanita dengan melihat tinjauan al-Qur'an dan hadis. Di sini dijelaskan 

bahwasanya baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesamaan dalam 

berbagai segi, namun bukan berarti sama dalam semua segi kehidupannya. 

Persamaan ini kiranya sejalan dengan al-Qur'an dan Hadis. Kajian ini tidak 

disinggung tentang pembagian warisan. 16 

Suatu karya yang ditulis Nasaruddin Umar, Yang berjudul Argumen 

Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an. Disertasi tersebut memaparkan 

tentang kesetaraan gender dengan didasarkan pada al-Qur'an. Nasaruddin 

berpendapat, bahwa baik antara laki-laki maupun wanita mempunyai 

kesamaan (kesetaraan) dalam berbagai hal, seperti: persamaan sebagai hamba 

                                                
15 Ade Ismail Fahmi, " Peran Perempuan dalam nafkah Keluarga menurut pemikiran 

Syaikh Nawawi dan Asghar Ali Engineer", skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 1997. 

 
16 Siti Ruhaini Dzuhayatin, et.al. Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender 

dalam Islam  (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002)  
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Allah, persamaan asal-asul kejadian dan substansi kejadian manusia. Namun, 

kesamaan ini bukan berarti sam (setara) dalam semua segi bidang kehidupan. 

Kajian Ini tidak disertai dengan Implikasi dalam pembagian warisan. 17 

Sementara itu suatu kajian yang dilakukan oleh Khoiruddin Nasution. 

Terhadap artikel Fazlur Rahman, yang berjudul "Fazlur Rahman tentang 

Wanita ". Dalam tulisan tersebut dijelaskan tentang adanya kesetaraan antara 

kaum laki-laki dan kaum wanita dalam berbagai segi kehidupan, demikian 

pula terhadap pembagian waris harta warisan. Wanita sekiranya mempunyai 

hak-hak yang sama antar laki-laki dalam pembagian harta warisan. 

Menurutnya, telah terjadi diskriminasi dan ketidakadilan antara kaum laki-laki 

dengan kaum wanita dalam pembagian harta warisan. Di sini konsep keadilan 

dan kemaslahatan manusia menjadi titik tekannya. Di sini dinyatakan bahwa 

antara laki-laki dan wanita memiliki hak yang sama dalam pembagian 

warisan.18  

Tulisan karya Mochammad Sodik dalam Jurnal Asy-Syir’ah yang 

berjudul. yang berjudul: Mencairkan Kebekuan Fikih: Membaca KHI dan 

CLD KHI bersama Musdah Mulia. Di sini Mochammad Sodik menjelaskan 

kedudukan wanita dalam Fikih Indonesia yang kemudian muncul pemikir 

wanita yang bernama Musdah Mulia yang mana Musdah mencoba untuk 

mengangkat derajat wanita lebih tinggi dalam  berbagai segi, baik itu dalam 

                                                
17 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an (Jakarta: 

Paramadina, 2001) 
 
18  Khoiruddin  Nasution, Fazlur Rahman Tentang Wanita  (Yogyakarta: Tazaffa,2002)   
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muamalah, sosial dan keluarga. Di sini juga dilampirkan tabel Substansi isu-

Isu krusial KHI dan CLD KHI, yang menyebutkan Isu-Isu yang jadi 

perdebatan antara ulama' Fiqh dengan Aktifis wanita dengan CLDnya. Yang 

menyebutkan perbandingan Hukum mengenai perkawinan, wakaf, dan waris, 

dalam KHI pembagian waris anak laki-laki dan wanita adalah 2:1 dan dalam 

CLD KHI adalah 1:1 / 2:2. Dalam Tulisan tersebut belum menjelaskan secara 

menyeluruh mengenai waris dan pertentangan yang terjadi. 19 

Namun demikian sejauh penelitaian hingga saat ini belum ada yang 

secara jelas memabahas perdebatan pembagian waris 2:1 dan 2:2 / 1:1, 

meskipun sudah banyak buku – buku yang menerangkan tentang pembagian 

waris menurut Islam ataupun menurut CLD KHI. Dalam skripsi ini lebih 

ditekankan pada aspek pemahaman konsep keadilan, kebijakan berdasarkan 

Hukum Islam yang benar. Dalam hal ini penulis menspesifikan pembahasan 

antara pemikiran Musdah Mulia dengan Hazairin. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Sebagai Landasan teoritis yang digunakan sebagai bahan penelitian ini 

sebagai landasan pemikiran serta alat analisis :    

Istilah Syariat Islam dalam Konteks Jumhur Ulama yaitu tidak hanya 

tercakup secara sempit mengenai hukum Islam, melainkan mencakup segala 

                                                
19 Mochammad Sodik,  “Mencairkan Kebekuan Fikih: Membaca KHI dan CLD KHI 

bersama Musdah Mulia” dalam Metode Penemuan Hukum Islam, Jurnal Asy-Syir’ah Fakultas 
Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Vol.38, No 11, Th. 2004.  
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aspek kehidupan, seperti Aqidah, Ibadah, Mu’amalah dan Akhlaq, yang harus 

selalu sejiwa jati dirinya dengan al-Qur’an dan as-Sunnah Nabi. Islam dalam 

konteks syari’at tidak sekedar prosesi ritual dan moral belaka, melainkan juga 

memberikan sandaran politis, ekonomi dan pemerintahan secara utuh.20   

Permasalahan yang mendasar yang menyebabkan adanya kelas sosial 

yang sudah sejak lama yang berlaku hampir di semua masyarakat dunia tidak 

ditemukan di dalam al-Qur’an yang ada hanyalah penafsiran para mufasir 

terhadap ayat-ayat yang sepintas lalu membedakan antara laki-laki dan wanita. 

Al-Qur’an sendiri tidak membedakan dan membatasi peran gender antara laki-

laki dan wanita tetapi penafsiranlah yang membatasinya. 

Jika hukum-hukum Syari’at, seperti shalat, zakat, haji dan yang 

lainnya dijelaskan secara global oleh Allah lalu diperinci oleh Rasulullah saw. 

dalam Sunnah, sedangkan hukum mawaris� diterangkan oleh Allah secara 

terperinci di dalam al-Qur’an.  

Adapun pembagian harta warisan, Allah telah menjelaskan di awal dan 

di akhir surat An-Nisa’. Allah sendiri yang langsung membagi warisan demi 

kemaslahatan makhlukNya. Allah menetapkan laki-laki memperoleh dua 

bagian dari perempuan seperti yang telah dijelakan dalam al-Qur’an :  

������ �	 
�� �
��� �
� ��� � �� ������ 
21 

                                                
20 Jawahir Tantowi, Islam, Politik, dan Hukum (Yogyakarta: Madyan Press, 2002), hlm. 

27. 
 
21  An-Nisâ’ (4): 11  
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Fenomena pembagian warisan yang menempatkan laki-laki dua kali 

lipat dibanding wanita, tidak saja terjadi pada kalangan masyarakat yang 

belum faham dengan sistem hukum, akan tetapi juga berlaku bagi kalangan 

masyarakat yang telah mengenal atau “faham” hukum, seperti yang terjadi 

pada kalangan keluarga yang memiliki status pendidikan yang tinggi. Dengan 

demikian dalam pembagian warisan yang terpenting bagi masyarakat adalah 

terpenuhinya unsur “keadilan” atau bagian sebanding antara laki-laki dan 

wanita.22  

Islam memberikan kesempatan yang sama bagi lak-laki dan wanita 

untuk menjadi hamba yang terbaik sesuai dengan al-Qur’an:  

������ �����  ��! "���� �#$� �%�&' �
 ���&(� )���� �
* +�, 


��-.�&/�  , ��1�2 ����
� 3!�4���
 ,5#  ���2 �� 3!.23   

Menurut ayat di atas dijelaskan, laki-laki dan wanita adalah sama 

menurut Allah. Hanya tingkatan ketaqwaan seseorang terhadap Allah yang 

membedakannya.  

Dalam memahami nas, baik itu dari al-Qur'an maupun hadis, Hazairin 

mempunyai karakteristik tersendiri yaitu dengan melakukan perbandingan 

langsung antara segala ayat-ayat yang berkaitan dengan pokok persoalan, 

                                                
22 Muyassarotussolichah, “ Pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan pada 

masyarakat dusun Salakan,” dalam Nurun Najwah, dkk., Dilema Perempuan Dalam Lintas Agama 
dan Budaya (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), hlm. 96.  
 

23 Al-Hujurât (49): 13. 
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meskipun keterkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain sangat jauh 

dan menjadikannya satu kesatuan utuh dan saling menerangkan antara ayat 

tersebut, sehingga corak penafsiran ini tidak membolehkan mengartikan suatu 

ayat yang menjadi bagian dari keseluruhan itu secara terlepas atau dikeluarkan 

dari ikatan keseluruhan itu.24   
Keadilan bagi manusia mengarah pada berbagai definisi keadilan yang 

bukan tidak mungkin antara satu masyarakat manusia dengan yang lainnya 

berbeda dalam mengartikan keadilan hukum. Artinya fleksibelitas produk 

keadilan mutlak diperlukan dalam heterogenitas manusia dan lingkungannya, 

sedangkan muara keadilan kepada Allah adalah produk hukum yang ada tetap 

menempatkan Allah sesuai proporsi-Nya sebagai Tuhan, dan kegiatan 

manusia dalam formulasi tujuan hukum berupa keadilan juga tetap berada 

dalam koridor ibadah kepada-Nya.25 

Dalam ayat lain juga disebutkan:  

3�1#&�� �! 6�7�� +8� 9��  ���       .26 

Sebagai hamba Allah, menurut Musdah Mulia tidak ada perbedaan 

antara laki-laki dan wanita. Keduanya berpotensi menjadi hamba yang Ideal 

yang di dalam al-Qur’an diistilahkan dengan orang yang bertaqwa.27 

                                                
24 Hazairin, Hukum ., hlm. 3. 
 
25 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral 

Hazairin  (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 153-154. 
   
26 Aż-Żariyât (51): 56.      
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Menurut Musdah Mulia salah satu tuntunan agama yang mendasar 

adalah keharusan menghormati sesama manusia tanpa melihat jenis kelamin , 

gender, ras, suku bangsa dan bahkan agama. Karena itu, setiap agama 

mempunyai dua aspek ajaran: ajaran tentang ketuhanan dan kemanusiaan. 

Islam, misalnya, memiliki ajaran yang menekan pada dua aspek sekaligus: 

aspek vertical dan horizontal. Yang pertama berisi seperangkat kewajiban 

manusia kepada Tuhan, sementara yang terakhir berisi seperangkat tuntunan 

yang mengatur hubungan antar sesama  manusia dan hubungan manusia 

dengan alam sekitarnya. Sayangnya, dimensi horizontal ini tidak terwujud 

dengan baik dalam kehidupan penganutnya, khususnya dalam interaksi 

dengan sesamanya. 28    

Keadilan yang diajarkan oleh agama selalu memuat prinsip membela 

yang benar, melindungi yang tertindas, dan menghentikan kedzaliman dan 

kesewenang-wenangan. Dengan keadilan, yang benar akan dibela meskipun 

merupakan kelompok minoritas. Dengan keadilan, yang tertindas terlindungi 

hak-haknya dari pihak-pihak yang berkuasa dan menguasai dengan dzalim dan 

sewenang-wenang. Keadilan menjadikan agama sebagai tumpuan harapan. 29 

Isyarat keadilan hukum yang dikehendaki Allah tertuang dalam 

firman-Nya :  

                                                                                                                                 
27 Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan (Bandung: 

PT Mizan Pustaka, 2005), hlm. 29. 
   
28  Ibid.,hlm. 3-4. 
 
29 Ibid., hlm. 21. 
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  �� :;���% <�1�' � ����$ ����
 �����< +���� ������  3��' �����= 

��1&4 �� )�2 >�$����12� �� ���4�� ?��/�� @�$� �A  3!  �B 5#  ��

3��C&4.
30 

Esensi ayat tersebut di atas adalah semangat menegakkan keadilan 

kepada siapapun tanpa pandang bulu. Islam memiliki standar keadilan yang 

mutlak dengan penggabungan norma dasar Illahi dengan prinsip keadilan 

insani. Hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar persamaan, tidak 

dibedakan antara kaya dan miskin, antara kulit hitam dan kulit putih, antara 

penguasa dengan rakyat jelata. Islam tidak bertujuan untuk menghancurkan 

kebebasan individu, tetapi mengontrol kebebasan itu demi keselarasan dan 

harmonisasi masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri. Individu diberi 

hak untuk mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu 

kepentingan orang banyak. 31 

Dalam Undang-Undang di Indonesia yang menyebutkan dalam 

hubungannya dengan hukum waris antara lain:  

                                                
30 Al-Mâidah (5): 8 
      
31 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum., hlm. 155.  
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Dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1 menyebutkan : Suami 

wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup 

berumah tangga sesuai dengan kemampuan. 32  

Dalam KHI pasal 176 : Anak Perempuan bila hanya seorang ia 

mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama 

mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama 

dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu 

dengan anak perempuan. 33  

Dalam CLD KHI : menetapkan bahwa harta warisan anak laki-laki dan 

wanita adalah 1:1 atau 2 : 2.34  

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Studi ini merupakan penelitian pustaka (library research), yaitu 

menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama.35 

2. Sifat Penelitian 

                                                
32 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam cet. XVI ( Yogyakarta: UII Press, 2005), 

hlm. 160. 
 
33 Departemen agama R.I, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia  (Jakarta: Departemen 

Agama 1998), hlm. 84.  
 
34 Mochammad Sodik., Mencairkan Kebekuan Fikih., hlm. 193. 
 
35 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2002), hlm.114. 
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Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif-

analitis. Penelitian ini berusaha memaparkan konsep keadilan Hazairin dan 

Musdah Mulia mengenai pembagian harta waris.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karenanya, 

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri buku-buku 

tentang kewarisan, kesetaraan gender dan UU tentang Kewarisan. Adapun 

buku (Primer) yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: Hukum 

Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an dan Hadis oleh Hazairin dan 

Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan oleh Musdah Mulia. 

Sedangkan buku-buku skundernya antara lain: Filsafat Hukum 

Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin oleh Abdul Ģofur 

Anshori, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender oleh Musdah Mulia, 

buku-buku yang membahas tentang keadilan dan hukum waris dan buku-

buku lain yang berhubungan dengan masalah pembagian waris wanita. 

4. Pendekatan Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah pemikiran Hazairin dan Musdah Mulia 

mengenai bagian harta waris yang diterima oleh seorang ahli waris wanita. 

Oleh sebab itu pendekatan permasalahan yang digunakan adalah 

pendekatan fiqih, historis, dan kesetaraan gender, bagaimana pokok 

pikiran dan latar belakang Hazairin dan Musdah Mulia tentang pembagian 
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harta warisan bagi anak laki-laki dan wanita dan bagaimana implikasi 

keadilan dalam pembagian waris menurut kedua tokoh tersebut.   

5. Analisis Data 

Setelah data dikumpulkan maka data tersebut dianalisis dengan 

menggunakan metode sebagai berikut:  

Metode Induktif adalah berangkat dari fakta yang khusus, peristiwa 

konkrit, kemudian peristiwa yang khusus dan konkrit itu diambil dari 

generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.36 Diambil dari pemikiran 

Hazairin dan Musdah Mulia tentang pembagian waris kemudian diperluas 

dengan pikiran-pikiran, serta penelitian-penelitian lain mengenai masalah 

pembagian waris dan yang berhubungan dengan konsep keadilan antara 

laki-laki dan wanita untuk mendapatkan komparasi antara pemikiran 

Hazairin dan Musdah Mulia. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab Pertama, berisi pendahuluan 

yang terdiri dari latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan 

mengapa penyusunan ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi 

penyusunan. Rumusan masalah dimaksudkan mempertegas pokok-pokok 

masalah yang diteliti agar lebih fokus. 

                                                
36 Ibid., hlm. 42  
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Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penyusunan untuk 

menjelaskan tujuan dan urgensi penyusunan ini. Paparan tentang telaah 

pustaka yang dimaksudkan untuk melihat penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. Adapun kerangka teoretik dimaksudkan untuk 

menjelaskan pendekatan apa yang dipakai dan bagaimana langkah-langkah 

penyusunan ini dilakukan. Terakhir sistematika pembahasan adalah untuk 

memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis dan korelatif mengenai 

bahasan tentang penyusunan. 

Bab Kedua, yang berisi biografi dan latar belakang kehidupan 

Hazairin, untuk mengetahui asal-usul Hazairin, kemudian latarbelakang 

Intelektual Hazairin dan karya-karyanya untuk mengetahui kehidupan 

Intelektual Hazairin dan apa saja karya-karya Hazairin. Kemudian Kerangka 

pemikiran Hazairin tentang pembagian harta warisan bagi anak wanita dan 

latarbelakang pemikiran dalam membangun pendapatnya. Uraian ini untuk 

mengetahui pendapat Hazairin mengenai pembagian warisan bagi anak wanita 

dan latar belakang Hazairin dalam membangun pendapatnya.  

Bab Ketiga, yang berisi biografi dan latar belakang kehidupan Musdah 

Mulia, untuk mengetahui asal-usul Musdah Mulia, kemudian latarbelakang 

Intelektual Musdah Mulia dan karya-karyanya untuk mengetahui kehidupan 

Intelektual Musdah Mulia dan apa saja karya-karya Musdah Mulia. Kemudian 

Kerangka pemikiran Musdah Mulia tentang pembagian harta warisan bagi 

anak wanita dan latarbelakang pemikiran dalam membangun pendapatnya  
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Uraian ini untuk mengetahui pendapat Musdah Mulia mengenai pembagian 

warisan bagi anak wanita dan latar belakang Musdah Mulia dalam 

membangun pendapatnya. 

Bab Keempat, menganalisis perbandingan hukum antara pemikiran 

Hazairin dan Musdah Mulia terhadap pembagian waris wanita. Analisis yang 

pertama adalah dari segi pemahaman kedua tokoh mengenai pembagian 

warisan anak wanita menjelaskan pemikiran Hazairin dan Musdah Mulia 

tentang pembagian warisan anak wanita. Analisis kedua dari segi 

latarbelakang pemikiran, untuk mengetahui latar belakang kedua tokoh 

tersebut dalam membangun pendapatnya.  

Bab Kelima penutup yang memaparkan kesimpulan yang menjawab 

dari pokok masalah yang ada, serta berisi saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

      1. Segi Pemikiran  

Dalam hukum kewarisan bilateral Hazairin pembagian warisan 

bagi ahli waris wanita tidak mempersoalkan antara besarnya bagian antara 

laki-laki dan wanita dan di mana wanita tersebut hidup dalam suatu budaya 

tertentu, hanya saja Hazairin berpendapat bahwa anak laki-laki dan anak 

wanita sama-sama mempunyai hak untuk mendapatkan harta peninggalan.  

Berbeda dengan pemikiran Musdah Mulia yang ingin mengangkat 

derajat wanita dengan pembagian warisan yang sama rata antara laki-laki 

dan wanita dalam kondisi tertentu wanita tersebut dalam posisinya sebagai 

anak, istri dan sebagai seorang ibu.  

      2. Segi Latar Belakang 

Pemikiran Hazairin lahir dari latar belakang sosialnya yang lahir 

dari dua budaya yang berbeda sistem kekeluargaannya. Kemudian Hazairin 

banyak mendalami ilmu-ilmu tentang hukum adat. 

Pemikiran Musdah Mulia tentang pembagian harta warisan bagi 

anak wanita yang berkeadilan gender lahir dari keikutsertaannya dan aktif 

dalam organisasi – organisasi yang ingin mengangkat harkat dan martabat 

wanita  dan menginginkan persamaan hak antara laki-laki dan wanita.  
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 3. Persamaan dan Perbedaan 

Persamaan dan perbedaan pemikiran dari kedua tokoh tersebut 

berkaitan dengan pembagian waris wanita di antaranya: 

a. Persamaan pemikiran di antara kedua tokoh tersebut adalah: 

1) Dalam pembagian waris, Hazairin dan Musdah Mulia sama-sama 

tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan wanita. 

2) Karena sama-sama dilahirkan dari latar belakang keluarga yang 

agamis, dalam menentukan suatu hukum, Hazairin dan Musdah 

Mulia selalu berpegang pada al-Qur’an dan Sunnah Nabi saw. 

3) Dalam masalah keadilan Gender Hazairin dan Musdah Mulia sama-

sama menomor satukan keadilan antara laki-laki dan wanita baik 

dalam sosial maupun dalm keluarga. 

b. Perbedaan di antara kedua pemikiran kedua tokoh  tersebut adalah: 

1) Hazairin dan Musdah Mulia berbeda dalam memahami dan 

menafsirkan suatu ayat al-Qur’an, kalau Hazairin menafsirkan ayat 

al-Qur’an dengan berprinsip pada keadilan adat, Musdah Mulia 

menafsirkan ayat al-Qur’an dengan konsep keadilan gender yang 

menginginkan kesamaan antara laki-laki dan wanita.  

2) Hazairin dilahirkan dari dua budaya yang berbeda sehingga 

mencetak Hazairin yang dalam mengambil suatu hukum selalu 

berpegang pada hukum Adat suatu daerah tertentu akan tetapi 

Musdah Mulia berkecimpung dalam dunia feminisme sehingga 

dalam menentukan suatu hukum selalu berpegang pada konsep 
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keadilan gender yang selalu ingin mengangkat derajat seorang 

wanita. 

B.  Saran - Saran 

1.  Dalam menentukan suatu produk hukum sebaiknya berpegang pada al-

Qur’an dan Sunnah tanpa menambah dan mengurangi makna aslinya. 

2.  Sebagai Negara hukum sebaiknya kita ikut terhadap hukum yang sudah 

berlaku di Negara kita selama masih dalam naungan syari’at.  
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Lampiran I 

TERJEMAHAN TEKS ARAB 

No Bab Halaman Foot 

Note 

Terjemahan 

1 I 3 5 Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian 
pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian 
seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua 
orang anak perempuan  

2 I 14 21 Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian 
pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian 
seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua 
orang anak perempuan  

3 I 14 23 Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan 
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan 
dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara 
kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Mengenal. 

4 I 16 27 Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia 
melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. 

5 I 18 31 Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi 
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) 
karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 
kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. 
Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 
takwa. dan bertakwalah kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. 

6 II 36 33 Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang 
telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa 
yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu 
Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk 
jalan (yang ditempuh). 

7 II 36 34 Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; 
anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu 
yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang 
perempuan; saudara-saudara ibumu yang 
perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-



 

II 

saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan 
dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu 
yang menyusui kamu; saudara perempuan 
sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak 
isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri 
yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum 
campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 
ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; 
(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak 
kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam 
perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, 
kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 

8 II 37 35 Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita 
yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu 
miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai 
ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu 
selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri 
dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk 
berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati 
(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada 
mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu 
kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu 
terhadap sesuatu yang kamu telah saling 
merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Bijaksana. 

9 II 38 37 Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta 
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi 
orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta 
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit 
atau banyak menurut bahagian yang telah 
ditetapkan. 

10 II 38 38 Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian 
pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian 
seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua 
orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya 
perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua 
pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak 
perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh 
separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi 
masing-masingnya seperenam dari harta yang 
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai 
anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai 
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anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka 
ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu 
mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya 
mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian 
tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia 
buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. 
(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu 
tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih 
dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah 
ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

11 IV 59 7 Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-
mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, 
dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan 
dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan 
laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan 
bertakwalah kepada Allah yang dengan 
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta 
satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga 
dan mengawasi kamu. 
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Lampiran II 
 

COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM  
 

1. 

Pasal 3: 

1.Azas perkawinan adalah monogamy 

2. Perkawinan yang dilakukan di luar azzas sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan 

batal secara hukum An-Nisa ayat 3 

1. boleh poligami dengan syarat adil  

2. perkawinan poligami sah  

3. tidak ada nash al-Qur’an atau Hadits yang menhatakan hukum perkawinan 

poligami tidak sah 

2 

Pasal 7: 

1. Calon suami atau isteri dapat mengawinkan dirinya sendiri 

Pasal 9: 

1. Ijab dan Kabul dapat dilakukan oleh calon suami atau calon isteri 

2. Apabila ijab dilakukan oleh calon isteri, maka Kabul dilakukan oleh calon 

suami 

Al-Baqarah ayat 232 dan An-Nur ayat 32 

nikah harus dilaksanakan oleh wali atas persetujuan wanita menurut Jumhur 

Ulama 

Hadits Nabi s.a.w.: 

- tidak sah nikah tanpa wali 

- wanita yang menikahkan dirinya sendiri, status hukumnya sama dengan orang 

berzina (psk) 
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Pasal 11:  

1. Posisi perempuan dan laki-laki dalam persaksian adalah sama 

2. Perkawinan harus disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang perempuan 

atau dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan satu orang perempuan Al-

Baqarah ayat 282, Hadits: tidak sah kesaksian wanita dalam masalah pidana, 

nikah dan talak. 

1. Mazhab Syafi’I dan Hambali mensyaratkan saksi nikah dua orang laki-laki. 

Tidak sah akad nikah dengan kesaksian perempuan 

2. Mazhab Hanafi boleh saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan 

4 

Pasal 16: 

Calon suami dan isteri harus memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai 

dengan kebiasaan (budaya) setempat 

Pasal 18: 

Mahar menjadi milik penuh pasangan penerima setelah akad perkawinan 

dilangsungkan 

An-Nisa ayat 4: 

1. Calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isteri sebagai pemberian 

berdasarkan kerelaan. 

2. Mahar adalah milik penuh isteri. Suami tidak boleh memakan/mengambilnya 

kecuali bila isteri rela, suami boleh memakan sebagian atau menggunakan 

sebagian. 
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Pasal 21: 

Sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami dan calon isteri dapat 

mngadakan perjanjian tertulis …. 



 

VI 

Pasal 22: 

Perjanjian perkawinan dapat meliputi pembagian harta, perwalian anak, jangka 

mas aperkawinan, dan perlindungan kekerasan 

Pasal 28: 

(3) Apabila jangka waktu perkawinan telah berakhir, maka suami dan isteri dapat 

memperpanjang waktu perkawinan sesuai dengan kesepakatan bersama dihadapan 

pegawau pencatat perkawinan 

Perjanjian perkawinan dengan jangka waktu tertentu, sama dengan nikah mut’ah. 

Nikah mut’ah haram hukumnya, berdasarkan al-Qur’an, Hadits dan UU 

Perkawinan No. 1/1979 dan KHI 

1. Surat Al-Mukminum ayat 5,6, dan 7 

2. Hadits: Nikah mut’ah telah diharamkan sampai hari kiamat. 

3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berarti 

mematuhi penguasa (pemerintah). Lihat surat An-Nisa ayat 59 

4. Qaidah fiqhiyah: keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan 

menghilangkan perbedaan pendapat 
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Pasal 50: 

(2) Suami dan isteri secara bersama-sama berhak 

b. memilih perab dalam kehidupan berkeluarga 

c. menentukan jangka waktu perkawinan 

Pasal 22: 

Perjanjian perkawinan dapat meliputi pembagian harta, perwalian anak, jangka 

mas aperkawinan, dan perlindungan kekerasan 



 

VII 

1. Surat An-Nisa’ ayat 34: laki-laki (suami) sebagai kepala keluarga 

2. Hadits: perempuan sebagai pemimpin rumah tangga, bertanggungjawab atas 

kepemimpinannya, da perkawinan itu untuk selama-lamanya. 
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Pasal 54: 

1. Perkawinan orang Islam dengan bukan orang Islam dibolehkan 

2. Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dilakukan berdasarkan prinsip 

saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran 

agama dan keyakinan masing-masing 1. Al-Baqarah ayat 221 

2. Al-Mumtahanan ayat 10: haram hukumnya menikah dengan penganut agama 

selain Islam, laki-laki atau perempuan 

3. Al-Maidah ayat5: laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita Ahlu Kitab 

yang menjaga kehormatan dirinya, tetap karena mafsadah perkawinan ini lebih 

besar dari maslahatnya, maka MUI menfatwakan hukumnya haram. Fatwa ini 

sama dengan pendapat Ibnu Umar 

4. Ulama sepakat, bahwa haram wanita muslimah menikah dengan lelaki non-

muslim, ahlu kitab atau yang selainnya. 
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Pasal 55:  

(1). Dalam perkawinan orang Islam dan bukan Islam, anak berhak untuk memilih 

dan memeluk suatu agama secara bebas 

(2) Dalam hal anak belum bisa menentukan pilihan agamanya, maka agama anak 

untuk sementara ditentukjan oleh kesepakatan kedua orang tuanya An-Nisa’ ayat 

141: tidak boleh orang kafir menjadi wali/pengasuh anak orang Islam atau anak 

yang beragama Islam. Dalam pengasuhan anak, pengasuhnya harus orang yang 

beragama Islam, agar anak tidak mengikuti agama pengasuhnya yang non muslim. 

Oleh sebab itu, anak tidak boleh memilih suatu agama secara bebas. 

 

 



 

VIII 

Undang-undang Perlindungan Anak. 
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Pasal 61: 

(1) Dalam hal perceraian pertama dan kedua, atau disebut perceraian raj’i, suami 

dan isteri berhak rujuk…. Selama isteri dan suami masih dalam masa iddah dan 

setuju untuk rujuk  

(3) Perceraian yang ketiga atau disebut perceraian ba’in, menyebabkan suatu atau 

isteri tidak dapat rujuk dan tidak dapat mengawini kembali mantan isterinya atau 

suaminya, kecuali apabila mantan isteri atau mantan suami kawin dengan orang 

lain dan kemudia terjadi perceraian dan habis masa iddahnya Al-Baqarah ayat 

231: dalam hal talak satu dan dua, suami berhak meruju’ isterinya selama isterinya 

itu masih iddah dan setuju untuk dirujuki 

Al-Baqarah ayat 230: suami tidak boleh mengawini kembali isterinya yang telah 

ditalaknya,s ebelum isterinya itu menikah dengan laki-laki yang sah, kemudian 

suami keduanya menceraikannya dan sudah selesai masa iddanya. 
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Pasal 76: 

(2)Selama berlangsungnya sidang perceraian atas permohonan atau termohon, 

Pengadilan Agama dapat: 

b. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami isteri Di dalam ajaran 

Islam, isteri yang dicerah dengan talak satu atau talak dua (talak raj’i), suami 

berhak ruju’ kepadanya dalam masa ini (al-Baqarah 228), maka suami masih 

berkewajiban membayar nafkah selama dalam masa iddah itu, tidak melihat 

sedang perceraian atau tidak. Buka isteri yang berkewajiban menanggung nafkah. 
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Pasal 88: 

(1)Bagi suami dan isteri yang perkawinanya telah dinyatakan putus oleh 

Pengadilan Agama berlaku, berlaku masa transisi atau iddah 



 

IX 

 

(7)Masa idaah bagi seorang duda ditentukan sebagai berikut: 

a. Apabilla perkawinan putus karena kematian, maka masa transisi ditetapkan 

seratus tigapuluh hari 

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka masa transisi ditetapkan 

mengikuti masa transisi mantan isterinya  

1. Al-Baqarah ayat 234: isteri (janda cerai karena kematian suaminya, wajib 

beriddah 4 bulan 10 hari (130 hari) 

2. Al-Baqarah ayat 228 adan At-Thalaq ayat 4: isteri putus perkawinan karena 

talak, masa iddahnya 3 quru’ yaitu 3 kali suci. Sebagian ulama mengatakan 3 kali 

haid. Tetapi jika isteri itu sudah menopause, maka idaahnya 3 bulan 

3. Tidak ada nash al-Qur’an dan Hadits atau Ijma’ Ulama yang mengatakan 

bahwa suami (duda) wajiba beriddah, baik cerai mati atau cerai hidup. 
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Pasal 92: 

 (2) Semua biaya penyusuan anak dibebankan kepada orang tuanya Al-Baqarah 

ayat 233: 

1. Semua biaya penyusuan anak dibebankan kepada suami 

2. Kalau isteri memberi biaya penyusuan dan lain-lain, berkenaan dengan 

biaya/nafkah rumah tangga, itu hanya tabarru 
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Pasal 94: 

(3)Anak yang memperoleh status hukum adalah anak suami isteri di luar rahim 

dan dilahirkan oleh perempuah lain dengan penetapan pengadilan Fatwa Al-

Azhar, Mahmud Syaltut, mantan Syekh Al-Azhar, Syakh Sya’rawi dan lain-lain, 

bahwa bayi tabung dari suami isteri, dititip pada rahim perempuan lain, statusnya 

sama dengan anak hasil zina 
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X 

Pasal 112: 

(1) Suami atau isteri yang pasangannya meninggal dunia wajib melaksanakan 

masa berkabung selama masa transisi Berdasarkan hadits Nabi s.a.w., ulama 

sepakat menetapkan bahwa isteri yang suaminya meninggal dunia, wajib 

berkabung selama masa iddah. Dengan demikian, tidak halal bagi seorang wanita 

yang beriman kepada Allah dan hari kiamat berkabung kepada orang yang 

meninggal lebih dari tigas hari, kecuali kepada suami. Jadi isteri yang cerai karena 

kematian suami, wajib berkabung atas kematianya suaminya itu. 
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BAB III 

 (tentang Kewarisan),  

Pasal 5: 

 

Seseorang terhalang menjadi ahli waris 

1. Telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris 

2. Telah memfitnah pewaris, sehingga menyebabkan pewaris diancam dengan 

hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. 

Hadits: 

Orang muslim tidak mewarisi orang non muslim, bergitu pula sebaliknya, yaitu 

orang non muslim tidak mewarisi orang muslim 
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BAB IV: 

Bagian Warisan, Pasal 7: 

Pembagian harta warisan pada prinsipnya didasarkan atas kerelaan dan 

kesepakatan para ahli waris Pembagian harta waris harus disesuaikan dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan Allah dalam al-Qur’an, seperti dalam surat ayat 

11 dan 12, kecuali para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam 

pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya 

 



 

XI 



 

XII 



 

XIII 



 

XIV 



 

XV 



 

XVI 

 



 XVI 
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